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ABSTRAK

Pemilihan umum adalah suatu pesta demokrasi vang pasti terjadi pada negara yang
menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Proses pemilihan umum dilakukan
untuk mencari dan menentukan seorang presiden serta wakil presiden yang akan
memimpin negara tersebut. Dalam memimpin suatu negara scorang presiden memiliki
masa jabatan tertentu dan masa jabatan untuk setiap negara itu berbeda. Sebagai
komparasi antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki masa jabatan yang berbeda
untuk seorang presiden. Indonesia memiliki masa jabatan sclama S (lima) tahun untuk
seorang presiden dan wakil presiden. sedangkan Amerika Serikat memiliki masa
jabatan 4 (tahun) untuk seorang presiden dan wakil presiden. Dalam proses pemilihan
umum presiden dan wakil presiden memiliki mekanisme vang harus dilaksanakan oleh
seliap peserta pemilihan umum. Mekanisme dalam pemilihan umum  presiden
Indonesia adalah didahului oleh pemilihan umum legislatif vang kemudian
menerapkan sistem elfectorul treshold dengan memperoleh sekurang-kurangnya 3%
perolehan kursi legislatif, jika tidak memenuhi ambang batas tersebut maka
dimungkinkan adanya koalisi dari beberapa partai politik untuk mencalonkan pasangan
presiden dan wakil presiden. Mekanisme dalam pemilihan umum Amerika Serikat
dilakukan oleh ellectoral collage (majelis pemilihan) sebagai lembaga yang memiliki
wewenang untuk memilih presiden, pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak
dari mejelis pemilihanlah yang dinyatakan sebagai pemenang pemilihan umum
Amcrika Scrikat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presiden, Indonesia, Amerika Serikat
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1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan
presidensial, dimana presiden bertindak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai
kepala pemerintahan. Semua kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam praktek pemerintahannya segala kegiatan dan keputusan yang diambil
harus berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia, karena negara Indonesia
adalah negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam setiap negara pasti mempunyai kebijakan tentang pemilihan umumnya,
sebelum itu harus dipahami dahuiu apa yang dimaksud dengan pemilihan umum yang
sclanjutnya discbut pemilu. Pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti,
scksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan
dapat menjalankan kchendak pemilih!. Pengaturan tentang pemilihan umum terutama
pemilihan umum presiden dan wakil presiden terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008
Tentang Pemiliban Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi di Indonesia juga
mengatur mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1943, dipasal 22E yang terdiri dari 6 ayat. Pemilihan presiden

! Sodikin, Huk emilu: i Sobooni - ) . o
SDIE. M ; um Pemilu: Pemilu Sebagai Prakiek Ketatanegaraan, Bekasi: Gramata Publishing,



dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum dan secara langsung terdapat

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung. umum. bebas. rahasia. iuiur. dan

Y eiTiia taniiin SCNan,

Pemilihan presiden diatur didalam pasal 22E ayat 2, yang berbunyi:

Fclll;iiil'dll [SYRULSTINY d;bC;Cllssmd;\djl uni.u;\ lllClll;;;;l mxgguia DCWCUI Fcnw‘a;\i;'a.u
Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan

UINYYAR il NGRy e 1oalidng.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mencari dan menentukan wakil-

wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Seperti yang telah

rakvatlah vang dianeegan sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertingei dalam

suatu negara. kFilosoti dari demokrasi adalah segala kebijakan dan keputusan yang

merunakan salah satu sarana nenvaluran hak asasi warga negara vang sangat orinsipil.

Sehingga dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi

telah ditentukan.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat,

kenada rakvat untuk menentukannva. Dalam sistem demokrasi modem. legalitas dan

legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting, karena pemerintahan



haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga danat

dikatakan memiliki legalitas yang cukup kuat.

gambaran mengenai nemilihan umum secara umum. Mengenai nemilihan umum. di

Indonesia terdapat beberapa sistem mengenai pemilihan umum, sejak kemerdekaan

nwmnm_ vaitn nada tahun 1055 1971 1977 1082 1087 1997 1097 1009 dan 20042

Dari sembilan pemilihan umum yang pernah dilakukan oleh Indonesia dapat

diketahui adainva upava untukK imencaii Sisicin pemiiihan uinum vang COCoK uniuk
Indonesia.

Pemilihan umum yang dilaksakan adalah untuk memilih anggota badan legislatif
dan wewmiiiln presiden scbagal Dadan  cksekuill uniuk menycicuggarakan 1oda
nemerintahan. NDalam melaksakan nemilihan umum nresiden di Indonesia telah teriadi

beberapa zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer

masa itu hanva sistem itu vang dinahami dan dimengerti oleh nara nemimnin neoara

sebagai warisan dari jajahan kolonial Belanda®.

delelan umbangnya zaman demokrasi periementer maka muncuiah zaman
demokrasi nancasila nada masa ini mulailah dikenalkan vane namanva sistem distrik.

karena para pemimpin beranggapan bahwa sistem distrik dapat mengurangi

TOMMRIEEAEIY BRAMACATIIAN 4 NI BN OIS 1IN BN AN AT A & erAtTe e

} Subra Footnote No. 2.
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r\arﬁcir\aci r\arlai Pnlitil{ cerara teratnr? Pada 7aman ini r\PmiHhan r\rpcir‘pn cphagai
kepala negara adalah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
sehagaimana ierivang  dalam Undang-Undang  Dasar Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1945 sebelum amandemen nasal 6 avat 2 vane berbunvi:

Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan

guors tgihananly

Kemudian yang terbaru adalah zaman reformasi dimana pada tahun 2004
indnnecia nntnic nertama ikait daiam cpjm‘a'h i{Phid’npnn_ if_\Prpr\iilii( mpngan'ai{_an
pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilihan umum

yang langsung masyarakat ikut berpartisipasi secara aktit untuk memilih, tidak lagi

secara langsung telah dituangkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia I'ahun 1945 amandemen pasal 6A ayat 1 yang bunyinya:

Ranriing'smn :iengnn ciciem nemiiihan nmim nreciden dan wakii nreciden vano ada
A A A o ~
di Amerika Serikat. sebagai negara asal sistem nemerintahan bresidensial.

bagaimanakah sistem pemilihan umum presiden di Amerika Serikat. Konstitusi

2

aling fcderal di dunia, yang berawal dar
nerkembangan hak asasi manusia dan Amerika Serikat memasukkan Hak asasi

manusia kedalam konstitusinya®. Konstitusi di Amerika Serikat memberikan contoh

yang sangat Ci sar

3n a1tat Ao YAty wrolreas Tevaeae i s s
igd Shial dasai Icdciralisine yakiii., supicinasi Konstitusi,
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dictribnei keknacaan dan ataritae lemhaoa vmidikatif federal6 Tpnfang kelnacaan

cksekutif, konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan presiden di Amerika Serikat
berlangsung selama emnai iahun dan keierangan ieniang cara nemilihan uniuk Tabaian
nresiden diatur didalam konstitusi Amerika Serikat sebagaimana ditetankan pada
tanggal 17 september 1787 dan mulai berlaku tanggal 4 maret 1789. Kedudukan
icmbaga cksckutif atau presiden di Amcrika Scrikat yang mcruj
sistem nemerintahan nresidensial memnunvai andil vangs cukun bhesar. karena
berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

c-5U iicgara bagian dan distiik yang
seluruhnva beriumlah 538 orang membentuk dengan ana vang dikenal sebagai badan

pemilih presiden (electoral college). Dibawah ketentuan konstitusi, electoral college

bagian berkumoul setelah nemilihan untuk memilih kandidat dengan iumlah suara

terpopuler di negara bagian masing-masing. Seorang kandidat harus mendapatkan

1Ty auiarn alnictaral Aart S I% aninea va tarcadin 1 T M i
<7V suara CiCKiIGrai dari 559 suara yang erscdia agar werpilih’. Konstitusi Amcerika

Serikat menetankan iika tidak ada kandidat vang meraih suara mavoritas. maka

keputusannya diserahkan kepada DPR dengan seluruh anggota dari negara bagian

secara langsung. tidak terlenas dari neran seorang Abraham T.incoln. Ahraham

Lincoln adalah mantan Presiden Amerika Serikat yang mengatakan pemilihan

‘_’C. F. Strone. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Ali Bahasa Derta Sri Widiwartie. Bandung: Nusa

"l:!' R iatadnEEEEE] ‘xu;
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oresiden dilakukan oleh rakvat. sehingga rakvat dapat memilih siana vang

dikehendaki sebagai pemimpin®.

Scmcniara uniuk di indonesia sendiri pemiiiiian umuin presiden secdrd 1dngsung
untuk nertama kalinva teriadi nada tahun 2004. nada masa Presiden Megawati

Soekarno Putri. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden baru periode

Indonesia pertama vang terpilih melalui pemilihan umum presiden secara langsung.

Pada proses pemilihan umum presiden secara langsung tahun 2004 ada beberapa

nyederh
prosedur seleksi nartai nolitik vang akan meniadi neserta nemilihan umum. Seiumlah

syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus dipenuhi oleh setiap

ditentukannva electoral threshold dengan memneroleh sekurang-kuranenva 3%

jumlah kursi anggota badan legislatit’ pusat, memperoleh sekurang-kurangnya 4%

Ty nis IO

iumiah kursi di DPRD provinsi y
nrovinsi vane ada di Indonesia. atau memneroleh sekurane-kuranonva 4% iumlah

kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota di

kursi dalam badan vang bersangkutan atau 5% dari perolehan suara sah secara

nasional’.

M ORANKIA QA AN SIAN AIAFA T I ATTTAR 1 csesonies § srent . v NI sdanaca AN T amiaciTnana
. o . . N e sean .
SrEIva A senn aeSmasenta iAerval & eove wlewe eieie sawalnl ehseae iemo e = iay e a TS . ah G s s s a8 N —— acaceeen
ey . - D ——eeecaeey

iakara* Puctaka Sinar Haranan 1996 him 46

9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar limu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008, him., 485.



Mengenai mekanisme nemilihan umum oresiden. baik di Amerika Serikat mauour

di Indonesia mempunyai tata cara tersendiri yang harus terpenuhi sebagai syaratnya.

undang dasar 1945 nasal 6 avat 1 Undang-Undang Dasar Negara Renublik Indonesia

Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang berbunyi:

sena Qs L NA o]

Calon presidcn dan wakil picsidcn harus scorang warga inCgaia 1NAoNncsia Stianx

kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena

LI 1 LR L] - 3
REAITIN IR IV NC R IR L e N N T T N RV N N R TP L N D P T NETA . RN NETE A A
= . o .- . 7e

roahani dan 1acemant nntnk melakceanakan tnoac dan kewalihan QPhﬂgm r\rpclden
dan wakil presiden.

T wvsoliin mm cvmins sl emon mmaamadTave: Fmun swanlell cmcsmet Foan A ces awllon Qanilocs wdalale Towoilaox
uuuluusa puuuuuau }u\«aluvu uail vvanat Pl\valubll 211101 IAA UV IRAL auaratl x\,u‘uasu

konstitusional vang memilih oresiden dan wakil oresiden Amerika Serikat. Badan ini

telah diatur didalam pasal 2 ayat 1 dalam konstitusi Amerika Serikat mengenai

[.embaga nemilihan Amerika Serikat ditaneani ditingkat nasional oleh Arsip Nasional
Amerika Serikat.
Amerika Serikat dan Indonesia memnunvai sistem nemilihan langsunenva sendiri-

sendiri. Sistem pemilihan langsung antara Amerika Serikat dan Indonesia mempunyai

kekhasannva ada pada pemilihan presiden dan angeota legislatif vang berbeda.

Antara presiden dan dewan legislatit memuliki periode jabatan yang berbeda tidak

distrik dalam melakukan proses pemilihan umum. Sistem distrik ini biasanva dinakai

oleh negara yang menganut sistem dwi-partai seperti Amerika Serikat. Sistem distrik



dan kontestan vang memneroleh suara terbanvak meniadi pemenang tunegeal. Ciri
khas yang melekat pada sistem distrik yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik
mengakibatkan terjadinya distorsi atau Kescnjangan antara jumilan sua
dineroleh nartai secara nasional dan iumlah kursi vang dineroleh oleh vartai

tersebut'’. Indonesia sendiri sistem pemilihan umum secara langsung yang digunakan

lanesune senerti sekarang dulu Indonesia meneounakan sistem nemilihan umum
tidak langsung yang diubah pada tahun 2004 karena dianggap tidak demokratis pada
ormasi diubahiah micnjadi poimilihan uimuin sccara langsung

dengan sistem multi-partai. sechingga di Indonesia adanva ambang batas suara untuk

pemilihan presiden. Karena adanya mekanisme electoral threshold untuk menentukan

I"\;n“\
Cai

T

maka partai oolitik diwaiibkan untuk melakukan koalisi agcar memenuhi ambang
batas suara atau electoral treshold.

Penelitian atau studi nerbandingan vang sava lakukan memiliki funesi vane saneat
penting untuk mengukur kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pemilihan
vang ada di Amicrika Scrikat dan juga vang ada di indoncsia. Kcicbihan dari
sistem pemilihan langsung vang dipakai oleh Amerika Serikat terletak pada sistem

yang hanya dwi-partai, karena di Amerika Serikat hanya memiliki dua partal

politik di Amerika serikat. Sementara kekuranean vang ada pada sistem pemilihan

langsung Amerika Serikat adalah adanya kesenjangan persentase suara yang

N

* bid.. him.. 463.



dineroleh dengan iumlah kursi di partai. sehingea menvebabkan partai besar lebih

berkuasa.

Pada sistem nemilihan umum secara lanosune vane ada di Indonesia kelebihanva
lebih dinilai demokratis karena pemilihan benar-benar langsung tanpa ada perwakilan
vang mcwakili dan jumiah suara paitai sama dengan Kursi di paricmen. Namui
kekurangan vane teriadi karena sistem multipartai sehingga dinamika politik tidak

bisa ditebak perubahannya. Jumlah partai yang terlalu banyak pun mempengaruhi

Pemilihan umum vane teriadi di Indonesia dan Amerika Serikat bernedoman

terhadap konstitusi dan undang-undang khusus yang mengatur tentang pemilihan

Serikat berdasarkan Articles of Confederation sebagai konstitusi Amerika Serikat.

Articles 11, Section 1, Clause 1 and Clause 5, Articles of Conjéderationi ‘. Proses

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus diatur didalam U]

No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1.2 Rumusan Masalah
iaiam nrocec pemiiihan umum ig\_nggung pr{:\girjpn dan wakil nreciden di Ameriica
2N dan wakil nreciden 41 Amenica
Serikat dan di Indonesia memiliki beberana persamaan dan beberapa perbedaan vang

dapat menjadi perdebatan dibidang ilmu hukum ketatanegaraan. Dengan melihat
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membandingkan sistem pemilihan langsung oresiden di Amerika Serikat dan di

Indonesia. Pemilihan umum presiden di Indonesia berdasarkan UU No. 42 Tahun

Serikat Berdasarkan konstitusinva vaitu Articles of Confederations. Berdasarkan

pernyataan-pernyataan yang telah disimpulkan, ada beberapa permasalahan yang

1. Ana vang meniadi nersvaratan nencalonan nresiden di Indonesia dan Amerika
Serikat?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan presiden secara langsung di Indonesia dan

Amerika serikat?

1.3 Tuiuan Penelitian

Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

.._
C
£
=
G
3]
£
[eb]
[73}
[
&
3
=
9]

T
£
£
%
[75}
=
%)

75
€]
3
£
&

9]
3]
v
&
)
B
&
§)

7
=3
-
¢

®

£

versvaratan dalam pencalonan seorang oresiden. baik itu vane ada di Indonesia

dan yang ada di Amerika Serikat.

2 )
]
35
=
3
S
’l

dan di Amerika Serikat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pasti terdapat mantaat yang akan didapat
dari penelitian vane dlakukan tersebut. Manfaat-manfaat dalam penelitian danat

dipisahkan atau dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:
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_ Manfaat Teoritis: manfaat teoritis adalah manfaat vang didanatkan melalui teori-

teori yang berkembang dan biasa disebut sebagai mantaat akademis. Sebagai

pemilihan langsung oresiden vang tidak hanva ada di Indonesia. Tetanm iuea

beberapa sistem pemilihan langsung presiden yang ada di berbagai negara lain,

Qerikat sehasai induk atau nencetus sitem nemerintahan nresidensial. dencan

sistem pemilihan langsungnya. Amerika Serikat menganut sistem pemilihan

vang akan dipilihnva. kemudian setelah terpilihnva electoral vang mewakili rakvat

barulah electoral memilih presiden dan wakil presiden. Karena sistem yang sama

ini. sehingga masvarakat danat memnelaiari dan meneanalisa kira-kira sistem
pemilihan langsung manakah yang paling baik dan yang paling tepat untuk
digunakan di ncgara yang besar seperti nega

. Manfaat Praktis: manfaat nraktis adalah manfaat vang bersifat teranan dan danat

segera digunakan untuk keperluan praktis, misalkan memecahkan sebuah masalah.

nresiden vange ada di Indonesia dan vang ada di Amerika Serikat. Diharankan

pemerintah Indonesia dapat mencontoh proses pemilihan yang ada di Amerika

paling demokratis dimata dunia internasional.
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1.5 Ruang Lingkun Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada proposal yang ditulis ini membahas mengenai

kemudian membandingkan kedua sistem nemilihan tersebut. Lingkun nemilihan

presiden di amerikat serikat memang menggunakan metode yang agak berbeda.

rakvatnva tidak memilih nresidennva secara langsune. Para nemilih dari masino-

masing negara bagian memilih daftar para anggota badan yang berhak memilih

vty Ar bramonna
dagiaii Gi KOiigics.

nrnosrdney omotias rdasaars fr1tsaiats oasmateasn Aoy ssasvrcaliifoae svagainn
Di'C3iuCit SCSuai GCiigdil juiihan sciiatoi dail pCiwakiiail iiCgdia

Kandidat vang memiliki suara paling banvak di masing-masing negara bagian berarti

memenangkan pemilihan wakil yang akan memilih presiden di negara bagian

Para anggota badan vang telah ternilih dari ke-50 negara bagian dan distrik vang

seluruhnya berjumlah 538 orang membentuk dengan apa yang dikenal sebagai badan

tidak vernah berkumnul sebagai sebuah badan. tetani nara anggota setian negara

bagian berkumpul setelah pemilihan untuk memilih kandidat dengan jumlah suara

v Ty ¢ 1~

icipopuler di nogara bagian masing-masing. Scorang kandidat han
270 suara elektoral dari 538 suara vane tersedia aear ternilih. Konstitusi Amerika

Serikat menetapkan jika tidak ada kandidat yang meraih suara mayoritas, maka
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memilih sebagai sebuah unit.
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Untuk di Indonesia sendiri nada nemilihan umum untuk pertama kalinva teriadi

pada tahun 2004, pada masa presiden Megawati Soekarno Putri. Pemilihan umum

1 ] TS
baru periode 2

ternilihnva Susilo Bambang Yudhovono sebagai presiden Indonesia nertama vang

terpilih melalui pemilihan langsung. Pada proses pemilihan langsung tahun 2004 ada

melalui nrosedur seleksi nartai nolitik vang akan meniadi neserta nemilihan umum.
Ada sejumlah syarat baik syarat administratif maupun substansial, yang harus
dipenuhi olch sctiap paitai untuk bisa mcnjadi pescita peimililian umuim. Salah satu
svarat antara lain ditentukannva electoral threshold dengan memnveroleh sekurang-
kurangnya 3% jumlah kursi anggota badan legislatit’ pusat, memperoleh sekurang-
angnya 4% jumiah kursi di D

setengah iumlah provinsi vaneg ada di Indonesia. atau memvperoleh sekurang-

kurangnya 4% jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah

kuranenva 3% iumlah kursi dalam badan vane bersanekutan atau 5% dari nerolehan
suara sah secara nasional'“.

Anpabila berbicara mengenai sistem pemilihan langsung antara Indonesia dan
Amerika Serikat, tidak dapat lepas dari proses sejarah yang terjadi. Seperti
han langsung dari masa k¢ masa dikedua negara tersebut. 1
seiarah pemilihan langsune vane ada di Indonesia terdavat beberapa sistem mengenaj

pemilihan umum, sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah
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menvelenggarakan sembilan kali pemilihan umum. vaitu pada tahun 1955. 1971.
1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004.

Nalam melaksakan nemilihan umum nresiden di Indonesia telah teriadi heberana

zaman demokrasi, yang pertama adalah zaman demokrasi parlementer dimana sistem

sistem itu vaneg dipahami dan dimengerti oleh para pemimpin negara sebagai warisan

dari jajahan kolonial Belanda. Setelah tumbangnya zaman demokrasi perlementer

sistem distrik. karena para pemimpin berangganan bahwa sistem distrik dapat

mengurangi partisipasi partai politik secara teratur. Pada zaman ini pemilihan

" £ I Y Moy

presiden sebagal Kepale
(MPR). sebagaimana tertuang dalam Undang-lJndang Dasar Negara Renublik

Indonesia sebelum amandemen pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

Presiden dan wakil presiden dipilih oich Maijclis Permusyawaratan Rakyat dengan
suara terbanyak.

- . — Gl 5 & : .
Zaman reformast nada tahun 2004 Indonecia nnmik nertama kaii

kehidunan bernolitik meneadakan nemilihan nresiden dan wakil nresiden secara
langsung melalui pemilihan umum yang langsung masyarakat ikut berpartisipasi
uintuk memilih, tidak lagi mclalui wakilnya di Maiclis Permusyawaratan
Rakvat (MPR). Pemilihan opresiden secara lanesung telah dituangkan didalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen pasal 6A ayat 1 yang
bunyinya:

Presiden dan wakil nresiden dinilih dalam satu pasangan secara lanesung oleh

ranvat.
L4
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Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua neegara vang sama-sama menganut

sistem pemerintahan presidensial dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus

vane sangat cocok untuk diterankan di negara dengan sistem pemerintahan

presidensial. Apakah dengan sistem mekanisme presidensial treshold seperti di

adalah partai atau gabungan partai (koalisi) memiliki 25 persen kursi atau 20 persen

suara sah pemilu untuk mencalonkan presidennya. Dengan pola pemilihan presiden

melalui lembaga nerwakilan elector dan lembaga elecfor inilah vang berwenang

memilih presiden dan wakil presiden Amerika Serikat.

1.6 Kerangka Teoritik
Sebeium mengunas mengenai kerangia tearitik secara mendaiam  danat diketahuni
terlebih dahulu neneertian teori. Istilah teori berasal dari bahasa vunani “thenoria”

atau memandang, memperhatikan (pertunjukan); theoorema, yaitu apa yang

o A s ot oo iatad T i
dipandang, paindaigan, dalil. I’

vang gunanva untuk memberi Kketerangan tentang hal tertentu. Menurut seiarah

perkembangannya pengertian teori dapat dibedakan antara pengertian lama dan

bersifat ilmiah.

Setelah dapat mengetahui dan memahami pengertian dari teori itu sendiri barulah
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masalah vang mengemukakan tentang alasan mengapna dinilih masalah dengan

batasan ruang lingkupnya dan menerangkan mengapa masalah itu diteliti sebelum

Dalam sebuah neeara vang ada didunia ini tentunva nasti ada seorang nemimnin

yang menjadi panutan dalam pemerintahannya. Baik seorang pemimpin itu adalah

neegara itu adalah sebuah negara vang memiliki sistem pemerintahan parlementer.
karena biasanya raja hanya sebagai simbol dari suatu negara, dan yang menggerakkan

b on

P canran nardnna mrantar Nins 1itea cakrre Srnrn 1t
imntahan adalan sedrang perdana menteri. NNamun, jina 5C0udi nlgdaia it

1u

dinimnin oleh seorang opresiden maka dana dinastikan bahwa negara tersebut

menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan presidensial

seorang kenala negara sekalicus kenala nemerintahan.

Dalam pokok bahasan ini terdapat 3 (tiga) teori yang dapat dipakai sebagai bahan
acuan daiam memecahkan masaian yang akan dibahas, yailu teori konstitusi, teori

pemilihan langsune. dan teori partisipasi nolitik.

1. Teori konstitusi, James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka
Masyarakai poiliik (negara) yang diorganisir dengan dan meiaiui hukum. Dengan
kata lain hukum menetankan adanva lembaga-lemhaga nermanen dencan funesi

yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan'>. Secara garis besarnya

BC.F. Strf)‘ng. Kom-litmi-l(omtilusi Politik Modern, Ali Bahasa Derta Sri Widiwartie. Bandung: Nusa

IwILeIiNle 2 Sergy sipse ;—L
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tuivan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah.
menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanan kekuasaan
vang berdauiat. Konstitusi sendiri merupakan hukum yang dianggap paling tinggl

tinokatannva untuk mencanai tuiuan vang tertingei. Tuiuan tertingei vang

dimaksud adalah keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti

Teori nemillihan umum. dalam ilmu nolitik dikenal bermacam-macam sistem

pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada

dua prinsip pokok. vaitu'’:

a. Single-member constituencv (satu dearah pemlihan memilih satu wakil.
biasanya disebut sistem distrik).

b. Muiti-member constituency (satu daerah pemiiihan memiiih beberapa wakii,
biasanva dinamakan sistem nerwakilan berimbang atau sistem pronorsional).
Teori partisipsi politik, dalam teori partisipasi politik dimana seseorang dapat ikut
berpartisipasi didalam pemilihan langsung presiden. Dalam partisipasi sebagai
seorang calon oresiden memiliki kualifikasinva tersendiri. Kualifikasi seorang
calon presiden di Amerika Serikat tidak memiliki batas harus sebagai warga
ncgara asli keturunan Amcrika Scrikat, yang penting telah memenuhi syarat-syarat
vane tercantum didalam konstitusi Amerika Serikat. Svarat-svarat sebacai calon
presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dalam Articles Confederation,

Article 1, Section I, Clause 5 yang isinya scbagai berikut:

MUY u;\lunuun» SOIVUILIVIIAr I S s s IVIsEBINds AN AT s BEaUan ey

1S Miriam Budldrdlo Dasar-Dasar iimu Politik. Jakaria: Gramedia. 200 him.. 462.

I T T T LN
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No person excent a natural born citizen. or a citizen of the United States. at
ifie iimie of the adopiici of iy Lonsiitiiion, saall be eliginie io ine GFiCE GF

President; neither shall any person be eligible to that office who shall not
nnn WISV I'”/l Annv'v f{\?!“!?{)l? :V{)./:'D‘l." 'f"

Lo ~Attrainnd tn ths Ao nf thirh,
TUaT i aeussaaaiie S b & eEdny Wegmn 'O SRR geide g

resident within the United State*™.
Jadi. svarat vang harus dinenuhi sebagai calon nresiden Amerika Serikat adalah
warga negara asli Amerika Serikat atau juga warga negara Amerika Serikat, yang
tciah berumur 35 tahun dan tciah mcenijadi bagian dari Amcrika Scrikat sciama 14
tahun. Sementara untuk nartisinasi di Indonesia berdasarkan UIndang-Undang
Dasar 1945 harus sebagai warga negara dan keturunan asli Indonesia.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat | Undang-Undang Dasar 1945:

Calon oresiden dan calon wakil presiden harus seorang warga neeara

INGONCIIa 3Cjak RCianirannya dan tdark poiman moncnima RCwargancgaraan

lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mMaMmmnil canara ";I’\')ﬂ; f")ﬂ ;nomon: lI"\‘!l]’ mﬂ]')l’(‘ﬂﬂol"‘lﬂ tvirvac I"‘ﬂ"\ Ilﬂ\ll');;"\')n
i . 2 . < N

sebagail presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan penielasan dan nengertian beberana ahli diatas tadi tentang kerangka
teoritik, dapat disimpulkan bahwa kerangka teoritik adalah konsep mengenai apa
yang akan dibahas dan dengan menggunakan teori atau dasar apa untuk membahas
beberana masalah vane ada dalam nenulisan. agar danat tenat sasaran dan tidak

melenceng dari apa yang akan dibahas.

Seianjutnya mengenai ke-3 (tiga) teori yang akan digunakan daiam pembanasan
mengenai “perbandingan sistem pemlihan langsune oresiden di Amerika Serikat dan
Indonesia”. Dengan menggunakan teori konstitusi, teori pemilihan umum, dan teori

partisipasi politik dapat dibandingkan bahwa konstitusi dan pemilihan iangsung

TN B IN M I M iNey a
'
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setian negara berbeda-beda meskipun dengan pola dan sistem pemerintahan vang
sama sekalipun, sehingga dapat dibandingkan dengan menggunakan teori konstitusi,

tcori pemiiihan umum, scrta tcori partisipasi politik.

1.7 Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian

Pembahasan mengenai metode nenelitian adalah metode nenelitian senerti ana
yang dipakai dalam memecahkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Metode itu sendiri mempunvai filosofi arti sebagai berikut, berasal dari bahasa yunani
“methodos” vang artinva ialan atau cara. Jalan atau cara vang dimaksud adalah ialan
mencari ilmu pengetahuan atau cara kerja ilmiah. Menurut seorang ahli dibidang
metode peneiitian Kartini Kartono “metode penelitian adaiah cara-cara berfikir dan
berbuat vang dinersiankan dengan baik-baik untuk menegadakan pnenelitian dan untuk

mencapai suatu tujuan penelitian”'’.

Nalaea 1 S
1ai11

mcndhtusan mCloac ponclitian  yang akan digunakan tidak  bisa
sembarancan menggunakan metode nenelitian sesukannva saia. tereantune pada
bidang ilmu pengetahuan dan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kajian
iimu hukum maka nilai kcbenaraniah vang paling diutamakan. dicari. dan
diperhatikan. Dalam penelitian ilmu hukum dapat mengeunakan metode pendekatan

normatif, empiris, sosiologis, historis, dan lain-lain.

TN NAEINATY A IV

Maiu. 1995. him.. 58.
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Severti vang telah dikemukakan diatas tentane berbagai macam sifat nenelitian
dan pendekatan bidang studi yang akan dilakukan umumnya dapat dilakukan dengan
pendekatan normatif, cmpiris, dan normatif cmpiris. Dalam menggunakan
pendekatan-nendekatan tersebut diatas tidak terlenas dalam nembahasannva
menggunakan norma-norma hukum baik yang berasal dari perundang-undangan
maupun diluar undang-undang. Untuk mcmbahas masalah vang dihadapt pada
nenelitian ini danat menepunakan metode nendekatan normatif. Metode nendekatan
normatif yang dimaksudkan adalah sebagai suatu usaha mendekatkan masalah yang
diteiiti dengan sitat hukum vang normatit.

Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum. sistematika hukum.
sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, atau sejarah hukum'®. Pendekatan
normatif tadi berguna untuk menganalisis data-data daiam uraian pcnyajian data,
untuk mendanatkan kesimnulan dari hasil akhir nada nenelitian. Kemudian danat nula
menggunakan dasar-dasar yuridis atau dasar-dasar hukum sebagai bahan acuan dalam
mcngambil keputusan.

Berdasarkan penielasan beberana metode pendekatan vang telah disebutkan diatas.
dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendekatan yang cocok dan dapat digunakan
daiam penelitian ini adaiah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis
normatif berdasarkan penielasaan vane telah disebutkan diatas adalah mengeunakan

dasar-dasar hukum dalam mengambil keputusan dan menggunakan penyesuaian

hukum didaiamnya.

e L L L LI B T o Y LR PEYE] - ., .,
', . SETES BTAINANNINIEIIY 1 NI IR AR AR AT NeSh SRS BAAINTAN & b et
o - P oA LRI TTYTN

him.. 3.
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B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dimaksudkan disini adalah dalam melakukan
penelitian mengeunakan cara atau mengeunakan dasar apa dalam menvelesaikan
masalah yang akan dibahas. Dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas dalam

akukan, vaitu:

-t

penelitian ada beberapa pendekatan peneliitian yang saya
1. Pendekatan melalui Peraturan Perundang-undangan. vaitu denean membahas

peraturan secara menyeluruh yang membahas mengenai sistem pemilihan umum
baik di Amcrika Scrikat dan indoncsia, tcrutama vang ada di Indoncsia karcna di
Indonesia banvak sekali terdanat neraturan nerundane-undanean vane mengatur
mengenai pemilihan langsung, antara lain Undang-undang no. 22 tahun 2007
tentang pcenycienggaraan pemilihan umum, dan Undang-undang no. 42 tahun 2008
tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. dan masih banvak beberana

undang-undang lain yang berkaitan dengan pemilihan langsung presiden.

b

. Pendekatan dengan cara komparatf, yaitu adaiah dengan membahas mengenai
perbandingan sistem pemilihan langsung presiden vang ada di Amerika Serikat
dan yang ada di Indonesia. Karena yang telah sama-sama diketahui bahwa antar
Amerika Serikat dan Indonesia adalah kedua negara yang sama-sama menganut
sistem pemerintahan oresidensial. dimana presiden vang bertindak sebagai kepala
negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan
presidensial kekuasaan tertinggi berada ditangan presiden namun mcsKipun antara
Amerika Serikat dan Indonesia menganut sistem nemerintahan vang sama terdanat

perbedaan dari segi sistem pemilihan langsung presidennya. Memang antara kedua
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negara ini sama-sama menggunakan sistem pemilihan langsung presiden namun.
perbedaan terjadi pada prosesnya. Indonesia pemilihan langsungnya benar-benar
iangsung dipilih oich rakyat mclalui proscdur pcmiithan umum  vang
diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. sedangkan di Amerika Serikat nrosedurnva
adalah rakyat secara langsung memilih para anggota senator, yang kemudian
scnator mcmilih presiden scbagai mandat dari rakyat. Dengan perbedaan yang ada
itulah maka disunakan nendekatan nenelitian komnaratif. denpan membandinekan
perbedaa-perbedaan yang ada dalam proses pemilihan langsungnya.

3. ’endekatan sejarah, vaitu adalah sebuah metode pendcekatan vang didasarkan pada
keadaan mengenai proses pemilihan langsung pada masa lalu vang ada di Amerika
Serikat dan juga yang ada di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan

pada proses pemiithan iangsung vyang ada sekarang untuk memperbaiki

kekurangan-kekurangan nada nroses nemilihan langsung sebelumnva.

C. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi bahan hukum atau bahan hukum apakah yang digunakan dalam
penclitian. Bahan hukum yang saya gunakan dipisahkan meniadi 2 (dua) bagian, yaitu
bahan primer dan bahan sekunder. Berikut Bahan hukum vang dicunakan dalam

penelitian saya adalah:
1. Daliau Fiiuer .
Bahan hukum oprimer adalah bahan hukum vang bersumber dari otoritas

pembuatan pengaturan dan mengikat secara hukum, antara lain: (a). Norma dasar atau

Kaedah dasar, (b). Peraturan dasar mencakup Undang-Undang Dasar Negara Kepubiik
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Indonesia 1945. (c). Peraturan peraturan nerundang-undangan. Berikut adalah bahan

primer yang saya gunakan didalam penelitian yang saya lakukan.

[ [ Amnrilba Qarilat | IndAnacia !

n i i .l
Konstitusi Articles Of Confederation | Undang-Undang Dasar ‘

| | 1045 J

Dundang-uindang Phi O iSnis i Undaig-tingang anids, I

No.42 Tahun 2008

5 L ; i

| Pasal Articles 11, Section 1, Bab 3 Pasal 6A, UUD

| | Ciause i and Cilause 3. | 43. Pasal 2 dan Pasai 5 |

A P ~ ~ 1 o B TITT ™Y

NI AANLEGLY V20 N NIRRT, R AT TR TGN )

2. Bahan Sekunder:

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang. hasil-hasil penelitian. hasil Kary.
dari kalangan hukum. dan seterusnva. Berikut ini adalah bahan sekunder vang sava

gunakan dalam penelitian®’.

n

a. Mahkamah Konstitusi, i4 Maret 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi, website

nada tangeal 16 Aoril 2015. nukul 19:58 WIB.

YA VRTINS TR TTIN

* Supra Fooinote No. 17.
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D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum sangat beragam, karena tergantung bagimana penulis
menganaiisa suatu permasaiahan yang ada. Anaiisa bahan hukum didapat dari bahan-
hahan vane kita nakai dalam melakukan nenelitian. senerti misalnva buku-buku

tentang hukum sebagai literatur untuk menyelesaikan suatu masalah. Eknik analis

1rene

vang saya pakai dalam pcnulisan penclitian ini adalah tcknik analisa narati

L 2

komnaratif. Naratif disini maksudnva adalah menceritakan atau mengeksnlor suatu
permasalahan hukum yang akan dibahas, kemudian melakukan penarikan kesimpulan
atas apa vang telah diceritakan tadi. Sementara komparatif disini maksudnva adalah
membandingkan antara penielasan mengenai suatu masalah. antara penielasan vang
satu dan penjelasan yang satu lagi. Untuk dibandingkan dan kemudian dicari cara
untuk memecahkan masalah tersebut.

Sehingega berdasarkan penielasan vang telah dirincikan diatas. maka teknik analisa
naratit komparatit' adalah menceritakan atau menjelaskan sebuah masalah yang terjadi
kemudian membandingkanya dengan keterangan yang didapat dari berbagai sumber,

sehingea didanatkan kesimpulan dari suatu masalah tersebut.

E. Mctode Penarikan Kesimpulan

Dalam sebuah penulisan karya tulis khususnya karya tulis 1imu hukum diperlukan
suatu penarikan kesimoulan untuk menvimpulkan hasil pembahasan pada pokok
bahasan sebelumnya. Melakukan sebuah penarikan kesimpulan diperlukan metode
apa yang dipakai daiam meiakukan penarikan kesimpuian tersebut. Penarikan

kesimpulan vang akan sava gunakan disini adalah metode penarikan kesimoulan dari
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keterangan vang bersifat umum menuiu keterangan vang bersifat khusus namun
secara komparatif, dengan membandingakan antara keterangan yang satu dan
kcterangan vang laiunnya. Schingga mctodc penarikan kesimpulan yang sava
ounakan dalam nenulisan penelitian ini adalah metode nenarikan kesimnulan secara

deduktif komparatif.
F. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN
TNaTeeos Lalh 250 faweled casesmmimse s  Ladas Joalolsosoe ~ e omuian o cee mmalal
Lraialil vau 1l vl vngutial lawal uvuilanaliyg, iutiiudall iuadsaiail,

tuiuan penelitian. manfaat penelitian. ruang lingkup penelitian.

kerangka teoritik, serta metode penelitian yang ada didalam penelitian.

BABII KERANGKA TEORITIK
Kerangka teoritik membahas mengenai dasar-dasar dan teori-teori apa
saja yang digunakan dalam penulisan penciitian. Serta paparan

mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab 1 berist pembahasan mengenair masalah-masalah yang
akan dibahas pada penelitian ini.
BAB IV PENUTUP

Dalam bagian penutup ini berisi mengenai kesimpulan dari

permasalahan yang dibahas daiam peneiitian.
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